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o »‘BUPATI KARANGANYAR
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ZDTAHUN 2014
,_ TENTANG R
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38
e TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN =
o j_f__.c - o DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 ’
AR S TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM ”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' o BUPA'I‘I KARANGANYAR
Memmbang i f_‘:",a."' ‘bahwa untuk mengxkutl perkembangan arah dan' -
-~ Kkebijakan pemermtah ‘daerah, - maka Peraturan
, ~ Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang
’ - Petunjuk = Pelaksanaan - atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012
~ tentang Retrlbusx Jasa Umum perlu d1ubah .
'b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu o
' menetapkan Peraturan Bupati Ka.ranganyar tentang
o A T  Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun o
—»«—mw»m»_”.m..y» == -2012 tentang-Petunjuk: Pelaksanaan-atas Peraturan“ TR

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun
‘2012 tentang Retnbus1 Jasa Umum . S

 Mengingat ~ : L.~ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang“_ e
¢ Pembentukan . Daerah-Daerah Kabupaten dalam
| ~ Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
"~ tanggal 8 Agustus 1950) sebagajmana telah diuvbah
~ dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun: 1965
- tentang Pembentukan Daerah ‘Tingkat II Batang
- Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13
~ Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah =~
. Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
 Tengah (Lembaran Negara - Republlk Indones1a
- Tahun 1965 Nomor 2757); :

2. ;}Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang -
' Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana = .
' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk v
Indones:a Nomor 3209), B ,



e b e & |

10.

11.

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tcntang

Telekomukasi ~ (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan

| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun . 2003 Nomor 47 -
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

- Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

“Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat -~

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonesia

}Nomor4438), L
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang'

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran ‘Negara Republik Indoncsia
Nomor 4725); : |

,Undang—Undang Nomor 22 Tahun. 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

~Negara Repubhk - Indonesia Tahun = 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);



Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
- Perlindungan dan Pengelolaan ngkung Hidup

 (Lembaran  Negara  Republik Indonesia

o ‘Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lernbaran.._.;_

- Negara Republik Indone31a Nomor 5059, o
,Undang—Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang el
~ Pembentukan. = Peraturan - Perundang-undanganx £

S (Lembaran - Negara . Repubhk Indonesia

~ Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran e R
'}Negara Repubhk Indone31a Nomor 5234), S e
| Peraturan - Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 D TN
‘tentang  Pelaksanaan K1tab Undang-Undang'"-’f".;ﬂf‘l LI
. Hukum Acara Pidana - (Lembaran Negara o
. 'Republik - = Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
-~ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa
~ Nomor 3258) sebagaunana telah diubah denganl"__ -

" Peraturan Pemerintah ‘Nomor 58 Tahun 2010 -
‘tentang Perubahan Atas Peraturan Pcmenntahffv; el

' . Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
~ Undang-Undang Hukum Acara Pldana (Lembaran -~ -~

. Negara Republik Indonesia =~ Tahun 2010 = - .
- Nomor 90, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk S

s

Indonesia Nomor 5 145), .

‘Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005

. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran‘ o

.~ Negara Repubhk Indonesia’  Tahun 2005 =
" Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara SR

o Repubhk Indone31a Nomor 457 8);

T

‘Peraturan Pemerxntah Nomor 7 9 ’I‘ahun 2005 o
' tentang Pedoman - Pembmaan ‘dan’ Pengawasan. -~ .
o Penyelenggaraan Pemermtahan (Lembaran Negara = .
" Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

" Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema

Nomor 4593),

Peraturan pememah Nomor 38 Tahun 2007 N
' tentang Pembaglan Urusan Pemermtahan Antara R
- Pemerintah, Pemerlntahan Daerah Prov1n31 dan. . -

o pemenntahan Daerah Kabupatcn/ Kota. (Lembaran

18

19,

Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, . ’:fi: R .‘
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a._. SRS

Nomor 4737}, o

Peraturan. Pemerintah Nomor 68 Tahun 20 10’1' IR
LT tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat L
- dalam" Penataan Ruang (Lembaran Negara .~ ..
Repubhk Indonesia - Tahun' 2010 Nomor 18,
B }Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonemaf.;} PR
- Nomor 5160); S P L
Peraturan Pemermtah Nornor 69 Tahun 2010,'1;7_‘1[“ Lo
. tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan . = =
" Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Rctnbusx;-;’._vi:»,-,.,ih,:;‘b_,
' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonmesia =~ = = - -
“Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

ji_:': . Negara Repubhk Indonesna Nomor 5161)




 Menetapkan

2‘0.",'Peraturan Pres1den Nomor 1 'I‘ahun 2007}‘ .
+  lentang = Pengesahan, Pengundangan © dan

- Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

21, Peraturan Presiden Nomor 112 . Tahun 2007;»}, i
' Penataan dan Pembinaan Pasar Tradlslonal Pusat‘ c
B Perbelanjaan dan Toko Modern; - B
22, Peraturan . Menteri. Dalam Negen Nomor 1
- Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

“Daerah;

23, pcraturanA Daerah Kabupaten Karanganyar'-:f:' ‘.

‘Nomor - 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai -

~ Negeri  Sipil Daerah (Lembaran Daerah

-Kabupaten Karanganyar ’i‘ahun 2007 Nomor 12);

Nomor 7 Tahun 2008 tentang  Urusan -

S - ) Pemerlntahan Yang ' Men]ad1 - Kewenangan
" Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar

. Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
* Tahun 2012 Nomor 4); .

26 ‘Peraturan Daerah Nomoi‘ 12 Tahun 20 13 tentangi o
R Pengendahan Menara Telekomunikasi {Lembaran

24, Peraturan " Daerah Kabupaten : Karanganyarbl' L

~ (Lembaran  Daerah Kabupaten Karanganyar. s
-~ Tahun 2008 Nomor 7). - e -
- 25, "Peraturan ' Daerah Kabupaten o Karanganyarv-- A
 Nomor - 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa =

 Daerah - Kabupaten . Karanganyar 'I‘ahun 2013 = o

" Nomor 12)

MEMUTUSKAN

_PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS R
.. PERATURAN_  BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38 . -
o TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN{"".‘,“""
. -ATAS ~ PERATURAN = DAERAH - < KABUPATEN

KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG‘:Z R

RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

}"Peraturan Bupa‘u Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 i .  .
“tentang Petunjuk - Pelaksanaan . atas Peraturan Daerah =

Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang e .

R Retribusi Jasa Umum, dlubah sebagal berlkut

A Pada Lamplran 1 angka romawi. V Huruf B dlubah','»,v S

- schingga secara keseluruhan angka romawi V dibaca e
" ,_sebagalmana tersebut pada Lamplran I Peraturan‘

o Bupat1 ini..

S B. Pada Lamplran n angka romaw1 VI dlubah sehlngga'“;;, S
" 'secara - keseluruhan ~angka romawi VII ~dibaca

} "sebagannana tersebut pada Lampn’an I Peraturan'-' S

. fﬁ-’Bupatl ini.



g. Bagl menara baru yang berdln dan telah memperoleh dokumen .
perizinan sebelum tanggal 1 Mei tahun bersangkutan, maka
- dapat ditetapkan sebagai wajib retribusi dan dlterbltkan SKRD
pada tahun tersebut.

- h. Bag1 menara baru yang berdiri dan memperoleh dokumen
perizinan setelah tanggal 1 Mei tahun bersangkutan, maka
~ dikenakan retribusi pada tahun retribusi berikutnya.

: 3 Dalam hal NJOP PBB Menara belum dapat diterbitkan, maka Kepala‘
- DP2KAD dapat menetapkan SKRD berdasarkan hasil penghitungan
* NJOP dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ-6/2003

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, dengan o

. analisis Cost Reproduction New (CRN), nilai penyusutan, inflasi, dan
~diupdate sesuai ketentuan perkembangan ruang/ wilayah dan
. indek harga tahun retribusi tersebut

dBUPAri KARANGANYAR,(! .

'®/JULIYATMONO

Telah leoordmasxkan Dengan :

N_O - PEJABAT PARAF .
1 Asisten Im L /V S V’
2 | Kepala Dishubkominfo ‘-

7

3 | Kepala Bidang Kominfo g
- | Dishubkominfo |




LAMPIRANIT
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMORZQTAHUN 2014
~ TENTANG = o
' PERUBAHAN ATAS PERATURAN £
- BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38
-~ TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
~ PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
- DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
- NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
- RETRIBUSIJASA UMUM

V RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

. : A Tata Cara Pcndaftaran dan Pendataan

1 Untuk mendapatkan data Wa_ub Retnbus1 perlu dllaksanakan
L pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang -
. berdomisili di dalam wilayah Daerah maupun yang berdom13111 d1luar
- o wﬂayah Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Daerah.
2. Dalam rangka melaksanakan pendaftaran dan . pendataan, , Bupat1 o
S _membentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retnbusz yang bertugas .
- untuk: o e
s L a melakukan pendataan terhadap menara telekomumkam eks1st1ng e
yang ada d1 Daerah balk yang sudah benzm maupun yang belum S
o ;';g?berlzm -
-~ b.: menyiapkan formullr pendataan dan melakukan pendataan —
. :terhadap pengelola menara telokomunikasi yang ada serta = =
‘menghubungi pengelola tersebut guna melakukan venﬁkas1 . C
:langsung data yang ada; S
' menyelenggarakan pendaftaran Wajlb Retnbum SR B
. menyelenggarakan koordinasi antar SKPD yang terkait terhadap R
. perizinan pendirian dan pengelolaan serta’ penarikan retnbUS1
- menara telekomunikasi dimaksud; ' ol
- e.fmelakukan pemantauan dan pengendahan terhadap pclaksanaan
. !pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. o
R T T1m "Pendaftaran "dan” Pcndataan ‘Retribusi’ sebagaimana"dlmaksud” e ’""'““‘
- pada angka 2 terdiri dari: e
a. Kepala Dinas Perhubungan Komun1kas1 dan Informatlka sebaga1 .
- . ketua; B .
b ;Kepala Bldang Komumka31 dan Informauka sebagal sekretans R
" c.:Kepala Badan. Perencanaan | Pembangunan Dacrah sebaga1 o
" langgota;
- d. Kepala Dinas Pcndapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (DP2KAD) sebagai angggota; o o
e ﬁKepaIa Badan Pelayanan Penzman Terpadu (BPPT) sebagal’

S A Inspektur sebagai anggota o ' ’

g iKepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagm anggota
s Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagal anggota. - o
"~ 4. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b o
o Petugas meng181 Daftar Induk Wa;xb Retnbum berdasarkan nomor
urut; : : : o o : :

=z



B Tata Cara Penetapan Ret.mbu31 f;- )

”, a Daftar Induk Wa_]lb Retnbus1 dlsampmkan kepada Bupatx denganin' -

- tembusan SKPD terkait, antara lain :

. 1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Kei.lahgan dan Aset Daerah‘:,:v“‘

. (DP2KAD); o
. 2) Kepala BPPT selaku SKPD pemben 1zm R
.1 3) Inspektur;
- 4) Kepala Satuan Pohsl Pamong Pra_]a
. 9) Kepala SKPD terkalt R

b, ,Daftar Induk Wajlb Retnbu81 sebagajmana dlmaksud pada angka‘» . B

penetapan Nomor Pokok Wa_llb Retnbusa Daerah (NPWRD)

1 Untuk Menara Eks1st1ng

.. Hubkominfo menetapkan SKRD setiap tahunnya

S b Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dltemukan data baru"f A

'3 huruf d selanjutnya dapat dipergunakan sebagai - dasar‘":f‘_..b .

a Berdasarkan Daftar. - Induk Wajlb Retnbum, Kepala Dmas

o _dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan - R, .
. perubahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dilakukan

“update data terbaru.

“'c. SKRD- dlsampalkan kepada Wa-llb Retnbum pahng tambat

i tanggal - 31 Mei tahun retribusi ° ‘bersangkutan dan Jatuh

i tahun retribusi bcrsangkutan

2 Untuk Pendirian Menara Telekomumka& Baru
a Kepala BPPT menyampaukan Keputusan Izm Pendman ,
»»Menara Telekomumka& kepada Bupat1 dengan tembusan

o3 Kepala Dlshubkommfo

~ 1 4)Kepala Satpol PP;.
5) KepalaDPQKAD o o - *

- b.Kepala DP2KAD menetapkan NJOP PBB Menara yang
- bersangkutan . dan " mengirimkan . penetapan ‘NJOP . PBB

.1 Pendaftaran Menara Telekomunikasi dan SKPD terkait.
. c. Setelah- dltetapkan NJOP, Kepala Dlshubkommfo melakukan
updating - Daftar - Induk Wajib Retribusi - dan_ menetapkan
i - NPWRD serta menyampalkan kepada Pem111k Izm Pendlnan dan _‘ :
{ " Pengelolaan Menara Telekomunikasi. . - -

d. Berdasarkan  Daftar Induk Wa‘]lb‘ Rembu31, Kepala Dmas;}.':fy o

. Hubkominfo menetapkan SKRD setiap tahunnya e
. Apabila berdasarkan hasﬂ pemeriksaan ditemukan data baru'

- sesuai dengan update data terbaru.

- pencabutan SKRD dan dlkeluarkan SKRD baru sesua1 dengan_

. tempo pembayaran Retribusi adalah tanggal 30 Nopember f_ ‘

- tersebut” kepada Bupatx ~“dengan~tembusan Tim"~ Pendataan"dan DS “"‘» -

" dan/atau data  yang semula’ belum terungkap yang SR
i~ menyebabkan- perubahan jumlah Retribusi yang terutang, SRR
" maka dilakukan pencabutan SKRD dan dlkeluarkan SKRD baru

~f. SKRD - dlsampalkan kepada Wapb Retnbus1 pahng lambat: : :'._ -
7" tanggal 31 Mei tahun retribusi bersangkutan dan jatuh -

~tempo pembayaran Retnbum adalah tanggal 30 Nopember tahun’fb R

o retrlbus1 bersangkutan




Pasal II

* Peraturan Bupati ini mulai berlaku padei ‘tanggal diundangkan.
- Agar setiap = orang mengetahumya, . memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya o

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Ditetapkan di Karanganyar -
dBUPATI KARANGANYAR
&/J ULIYATMONO

Dmndan';gkan di Karahganyar

| BERITA DA RAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 14 NOMOR 20

Telah Dikoordinasikan Dengan -
NO| ~ PEJABAT PARAF _
1 A81sten n - - '

| 'Kepala D1shubkornmfo %/

2
3 | Kepala Bidang Kominfo | p
'L | Dishubkominfo 4




. LAMPIRAN I
PERATURAN

BUPATI KARAN GANYAR

- NOMOR2Q TAHUN 2014

TENTANG
-PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI

- KARANGANYAR NOMOR 38 TAHUN 2012
- TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS

- PERATURAN

DAERAH KABUPATEN |

KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012
v TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM ‘

VII BENTUK DAN FORMAT STRD

PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR
"\ (wNAMA SKPD...)
" (wwALAMAT SKPD....)

"STRD | sowmwr

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
MASA RETRIBUS!  weecercrem s

NAMA WAJIB RETRIBUSI/ perusahaan ,'

ALAMAT
NPWRD -

TGL JATUH TEMPO

I Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 telah dilakukan penelltlan atas kewapban pembayaran retribusi sbb

Kode Rek Retribusi
Nama Retribusi
.  Dari penelltnan dan atau pemeriksaan tersebut dlatas, perhltungan ]umlah yang masih harus dibayar adalah: -
-1, Retnbusn yang kurang dibayar L —
2. Sank5| Administrasi:
a.Bunga/ denda Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar - RP. ceeeecmecrvernene
[iengan Huruf
SYARAT DAN KETENTUAN .
1. Harap penyetoran dxlakukan melahn BKP atau Kas Daerah
2.
Tahun .......
KEPALA SKPD
NAMA
Pangkat/ gol
NIP.
- | Telah Dikoordinasikan Dengan j ABUPATI KARANGANYAR/ .
" .{ NO | PEJABAT 5 " | PARAR|
1 | Asistenll y B \/ M‘—
- 2 Kepala Dishubkominfo J 41
S i Kominfo ' - -
- |3 |KepalaBidangkominfo {7 ~ %/JULIYATMONO
- Dishubkominfo :




